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xPEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث Sa s es (dengan titik di atas)
ج jim j Je
ح Ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط Ta t te (dengan titik di bawah)
ظ Za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g Ge
ف Fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ھ Ha h Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya y Ye
xi
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُ ا dammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
xii
Harakat dan 
Huruf
Nama Huruf dan 
Tanda
Nama 
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau 
yaa’
a a dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas
 ُو Dhammmah dan 
waw
u u dan garis di atas
Contoh:
تﺎﻣ : maata
ﻰَﻣَر : ramaa
ﻞْﯿِﻗ : qiila
 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔ ْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
xiii
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨ ْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤ ﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xiv
 ُﺔَﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠ َﻔ َْﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :
Fizilaal Al-Qur’an
xv
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah.
Contoh :
 ِ ٰͿُّﺎﻨ ْﯾ ِد diinullah  ِ ّٰﷲﺎ ِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
xvi
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
s.w.t = subhanallahu wata’ala
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
xviii
ABSTRAK
NamaPenyusun : M. Haris
Nim : 10300112005
Judul :Dispensasi Terhadap Anak Terlantar yang Melakukan 
   Tindak Pidana Analisis UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam
Sebagai isu kekerasan kriminal anak, tindakan kriminal bukanlah kasus baru 
terlebih terhadap anak, anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan
peneruscita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan
memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. 
Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan
seimbang. Dari hasil telaah literatur ditemukan bermacam-macam pendapat tentang 
tindakan kriminal dalam hal ini penyimapangan yang dilakukan oleh anak atau anak 
yang menjadi obyek dari tindakan kriminal tersebut. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab anak terlantar 
melakukan tindak pidana, untuk mengetahui penerapan UU No. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak khususnya anak terlantar dan untuk mengetahui 
pandangan hukum Islam terhadap seorang anak terlantar yang melakukan tindak 
pidana.
Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan metode penelitian
berupa Library Research (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan pendekatan
Syar’i (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Adapun sumber data 
yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang 
bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder
berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang 
merupakan dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan
seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan carai
dentifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang 
sesuai dengan judul penelitian, reduksi data dalam hal ini memilih dan memilah data 
yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang 
digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari  
literatur bacaan.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dispensasi atau keringanan yang 
diperoleh anak terlantar ketika melakukan tindak pidana yaitu adanya upaya
pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak terlantar yang telah diputus oleh 
hakim, maka anak itu ditampung di Lembaga Permasyarakatan Anak.
Adapun batas umur anak yang bisa diajukan ke sidang anak adalah sekurang-
kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. 
Artinya, anak yang belum berusia 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) 
tetapi melakukan sebuah tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan 
yang dapat diberikan ke anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina; Kedua, diserahkan 
kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua atau 
orang tua asuhnya.   Dan hukum Islam sangat peduli terhadap dispensasi terhadap 
anak terlantar, misalnya: Pertama, orang yang menemukan laqit lebih berhak untuk
mengasuh anak daripada orang lain. Kedua, negara berkewajiban untuk mengasuh
anak terlantar seperti laqit.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengatur segalakehidupan masyarakat 
Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek 
kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungan dengan yang 
lain. 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.1
Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya 
melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga 
kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak 
terlantar merupakan masalah sosial, di mana keberadaan mereka sering dirasakan 
sangat tidak menyenangkan oleh banyak orang. Keberadaan anak terlantar di mata 
masyarakat hingga kini masih dianggap sebagai bagian dari masalah sosial yang 
harus dipecahkan. Hal ini sesuai dengan defenisi masalah sosial itu sendiri 
                                                          
1Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif  Hukum Pidana Islam (Cet.I: 
Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 187.
2menurut Horton dan Leslie (1982), adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak 
orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan aksi sosial secara kolektif.2
Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 
pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara 
dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik 
keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan 
bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka 
akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.
Keberadaan anak terlantar merupakan akibat langsung dari pemenuhan 
kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga, 
tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual (FPSS). Anak 
tidak mampu mencukupi kebutuhan makan, pendidikan rasa nyaman hingga 
menjalankan fungsi sosialnya sebagai anak secara wajar.3
Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai keberadaan anak terlantar 
tidak lepas dari perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak kriminal yang 
dapat merugikan orang lain. Kenyataannya dapat dilihat banyak anak yang tidak 
mendapat perhatian yang semestinya, sehingga mereka harus hidup dijalanan. 
Pemandangan yang acap kali ditemui di pusat perbelanjaan, pasar, lampu merah 
                                                          
2Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT Refika 
Aditama,2005), h. 83.
3Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan remaja (Cet.XI; Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2014), h. 76.
3di jalanan, dan sebagainya, mereka inilah yang disebut anak jalanan atau anak 
terlantar.
Berkonflik dengan hukum, seperti dituduh, disangka, didakwa, dan divonis 
bersalah atas tindak kejahatan, merupakan salah satu resiko yang sering dihadapi 
anak terlantar. Tindak kejahatan yang sering kali dituduhkan atau memang 
dilakukan oleh anak jalanan ini adalah tindakan kejahatan seperti mencuri, 
mencopet, menjambret dan sebagainya
Dalam ilmu kriminiologi sebagaimana yang dipelopori oleh Lambrosso 
mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisisknya, 
Lambrosso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 
terntara melalui rekam medis (medical-record). Antara lain: telinga yang tidak 
sesuai ukurannya, dahi yang menojol, tangan yang panjang, rahang yang 
menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai 
tulisannya pada masa itu.4
Semua anak sebenarnya memiliki hak penghidupan yang layak tidak 
terkecuali anak terlantar. Namun ternyata realita berbicara lain, mayoritas dan bisa 
dikatakan semua anak terlantar terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. 
Pengertian anak terlantar telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara 
khusus anak terlantar menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian 
besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain.
Anak terlantar tinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakan dari 
keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan 
                                                          
4Topo Santoso, Kriminologi (Cet. XII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.24
4kehancuran keluarganya. Umumnya anak terlantar bekerja sebagai pengasong, 
pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang anak 
terlantar menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan 
kekerasan lain. Anak terlantar lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari 
kultur jalanan khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih 
memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak terlantar menjadi obyek 
pelampiasan seksual.
Kehadiran anak terlantar atau anak jalanan di jalanan dipandang secara 
negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering diberi label sebagai 
anak nakal, terlebih lagi anak jalanan perempuan yang diberi label anak nakal 
yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat di 
dalam pelacuran. Dalam konteks melakukan upaya penanganan terhadap anak 
jalanan, termasuk anak jalanan perempuan, maka stigma tersebut perlu diubah, 
masyarakat seharusnya melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan 
sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya.5
Padahal sangat jelas dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. 
Namun kenyataaannya, kehadiran anak terlantar justru membuat pemerintah 
semakin tidak nyaman, ini dikarenakan mereka menganggap anak terlantar 
sebagai pembuat onar, perusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban berlalu 
lintasdan masih banyak lainnya.
                                                          
5Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Cet. II; Semarang: Citra 
Aditya Bakti, 2015), h. 11.
5Seharusnya yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 itulah yang 
menjadi perhatian utama pemerintah dalam menanggulangi persoalan anak 
terlantar, karena negara telah menjamin keberadaan, keberlangsungan dan 
pemenuhan kebutuhan hidup anak terlantar di Indonesia.
Dalam pasal lain, tepatnya pasal 28 ayat (1) dinyatakan “Hak untuk 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, 
dan memperoleh mental Iptek, dan pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya, setiap anak tanpa 
diskriminasi apapun wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam suatu 
lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan 
anak, dan mendukung kelangsungan hidup anak.
Anak terlantar sesungguhnya adalah anak yang termasuk kategori rawan 
atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special 
protection). Seorang anak dikatakan terlantar , bukan sekedar karena ia sudah 
tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar 
disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara 
wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, 
ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.6
Temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Setara 
menunjukkan anak yang paling rentan terhadap kekerasan khususnya kekerasan 
                                                          
6Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2010), h. 229.
6seksual adalah anak-anak jalanan, terutama anak jalanan berjenis kelamin 
perempuan. Anak jalanan yang dimaksud disini adalah anak di bawah usia 18 
tahun.7
Hukum di Indonesia mengatur tentang pengertian anak sendiri-sendiri 
mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak 
tersebut dalam peraturan perundang-undangan berbeda dengan bidang yang 
diaturnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan 
batasan pengertian tentang anak, di antaranya Undang-undang tentang pengadilan 
anak yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang pengadilan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah.8
Menyaksikan pemandangan yang memprihatinkan dan memilukan itu, 
sejatinya negara, dalam hal ini pemerintah bergerak cepat untuk mengambil 
langkah solutif dengan membangun strategi dan membuat sistem perlindungan 
bagi anak-anak secara menyeluruh agar dapat membantu mengembalikan anak 
terlantar dari ruang publik ke pangkuan keluarga masing-masing. Kewajiban 
negara, dalam hal ini pemerintah yang berkuasa untuk mengurusi anak-anak 
terlantar itu sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945. Dalam pasal 34 ayat (1) berbunyi: “ Fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara”. 
                                                          
7Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 
Anak (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h.103
8Marlina, Peradilan Anak di Indonesia ”Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 
Justice” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 34.
7B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan bagaimana
perlindungan anak terlantar perspektif hukum Islam terkait dengan dispensasi 
anak terlantar yang melakukan tindak pidana dari pokok masalah tersebut, maka 
dirumuskan sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor penyebab anak terlantar melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana penerapan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
3. Bagaimana dispensasi bagi anak terlantar yang melakukan tindak pidana 
perspektif hukum Islam?
C. Pengertian judul
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penilitian. Adapuan variable yang dimaksud 
adalah sebagai berikut:
1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut.9
2. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18  tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya.
                                                          
9Tri Andrisman, Hukum Pidana (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), h. 24-
25.
83. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan 
dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak 
baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi10.
4.   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.11
5. Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari 
suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku.12 Instansi berhak 
memberikan dispensasi kepada seseorang akan tetapi harus sesuai dengan 
cara pemberiannya ditetapkan dalam Undang-undang atau peraturan-
peraturan
D.  Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, di antaranya :
1. Hamzah Hasan, dalam bukunya Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum  
Pidana Islam, dalam buku ini menjelaskan tentang anak adalah amanah 
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena 
dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi. Dalam buku ini, tidak banyak menjelaskan batasan-batasan 
sejauh mana seseorang bisa dikatakan melakukan sebuah tindak pidana. Karena 
                                                          
10Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 
227
11Mardani,  Hukum Islam ( Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4.
12Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Cet. I; Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 
93.
9terlalu mengedepankan tentang pembagian hukum Jinayah, namun buku ini 
sangat membantu jika digunakan dalam membahas kajian hukum Islam secara 
umum terlebih tentang Fiqh Jinayah.  
2. Kartini Kartono, dalam bukunya Patologi Sosial Kenakalan Anak Remaja, 
dalam buku ini menjelaskan tentang anak secara umum, baik anak jalanan, 
anak terlantar, anak nakal, batasan-batasan usia anak, faktor penyebab anak 
melakukan perbuatan menyimpang dan masih banyak lainnya, buku ini sangat 
memanjakan bagi siapa saja membacanya, namun sedikit kekurangan yang 
terdapat dalam buku ini ialah kurangnya data-data atau fakta-fakta konkrit yang 
terjadi di suatu tempat.
3. Marlina, dalam bukunya Peradilan Anak di Indonesia ”Pengembangan Konsep 
Diversi dan Restorative Justice”, dalam buku ini menjelaskan tentang 
pembatasan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan 
batasan pengertian tentang anak, di antaranya Undang-undang tentang 
pengadilan anak yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah orang dalam perkara anak nakal 
yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Buku ini sangat baik dalam 
memberikan pemahaman tentang sejauh mana batasan seseorang bisa 
dikatakan anak, anak jalanan, anak terlantar, maupun anak nakal. Bahkan 
perlindungan mengenai anak yang melakukan tindak pidana juga diatur 
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didalamnya. Namun dalam buku ini tidak banyak memberi penjelasan dari UU 
perlindungan anak tersebut.
4. M. Quraish Shihab, dalam Tafsir Al–Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, mengatakan bahwa kandungan yang terdapat dalam QS al-Nisa/4: 9 itu 
berisi tentang pesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang 
berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai 
bekal kehidupan masa mendatang. Buku ini hanya membahas tentang 
pengertian anak secara khusus, tidak dijelaskan mengenai pembagian atau 
macam-macam anak.
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk  menemukan 
pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai 
dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses 
mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian 
adalah proses ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data 
tersebut.13
Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. 
                                                          
13Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014), h. 8.
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Dengan demikian metodologi adalah cara menggunakan sesuatu dengan pikiran 
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan14.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitupenelitian 
yang menekankan sumber informasinya dari buku hukum, buku tentang anak, 
kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jurnal dan literatur yang berkaitan 
atau relevan dengan objek kajian. 
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 
a. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini lebih menekankan pada aturan-aturan 
maupun norma-norma hukum, artinya berupaya mengkaji undang-undang 
hukum yang telah ada, untuk mengetahui implementasi atau penerapannya 
dalam kehidupan masyarakat.
b.  Pendekatan Syar’i, pendekatan ini menekankan pada pendekatan melalui al-
Qur’an dan Hadist sesuai dengan ketentuan. dari pandangan agama khususnya 
Islam dengan berlandaskan pada al-Qur’an maupun hadis sebagai dasar hukum 
yang berlaku dalam Islam. Ini dilakukan untuk melihat keterkaitan antara 
hukum positif dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.15
3. Sumber Data
                                                          
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Cet. II, Bandung: Alfabet, 2010), h. 
7.
15Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum (Cet.I; Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004), h. 52.
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Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari 
literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab hukum, buku bacaan, sumber 
bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari 
sumber bacaan digunakan dua metode kutipan, yaitu kutipan langsung dan 
kutipan tidak langsung.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang 
diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian antara 
lain sebagai berikut:
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan tindak pidana yang 
dilakukan anak terlantar perspektif hukum Islam  dan analisis UU No. 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif 
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah.
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
13
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. 
Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku 
seseorang, di samping juga peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan 
timbal balik.16
F. Tujuan dan kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:
a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak terlantar melakukan tindak pidana 
b. Untuk mengetahui penerapan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, khususnya anak terlantar
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap seorang anak terlantar 
yang melakukan tindak pidana
   2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoretis
                                                          
16 Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 
2003) h.115.
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Secara teoretis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum 
Islam khususnya, sehingga dapat memberikan motivasi untuk mengkaji lebih jauh 
dan dalam lagi tentang berbagai permasalahan dalam penerapan dan implementasi 
sistem hukum khususnya di Indonesia, terutama hukum Islam dan hukum 
nasional, mengenai perlindungan hukum anak terlantar.
b. Kegunaan Praktis
1)  Dapat memberikan  informasi dan pengetahuan tentang anak terlantar.
2) Dengan melihat kondisi anak terlantar, diharapkan adanya perhatian dari 
masyarakat khususnya pemerintah untuk memberikan bantuan sesuai  
dengan kebutuhannya.
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
dalam menangani masalah tindak pidana menurut hukum Islamdan hukum 
nasional.
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BAB II
KONSEP TEORETIS TENTANG ANAK TERLANTAR
A. Pengertian Anak Terlantar Perspektif Hukum Nasional dan Hukum 
Islam
1. Pengertian Anak Terlantar Perspektif Hukum Nasional
Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 
secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 
yang belum dewasa.1
Defenisi anak, sesuai pasal 1, adalah seorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.2
kecuali jika legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih 
awal.
Dalam hukum nasional ataupun hukum positif anak terlantar adalah anak 
yang berusia 5-18 tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibanya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhanya dengan wajar baik secara 
rohani, jasmani maupun sosialnya.
Anak jalanan, gelandangan dan anak terlantar adalah sebutan entitas anak 
yang hidup terlantar, tinggal dimana saja, dengan menjadikan langit sebagai atap, dan 
bumi sebagai lantainya, hidupnya menyusuri jalan. Mereka dapat menyambung hidup 
dengan mengandalkan ramahnya lingkungan dan empati para  dermawan yang lewat 
di jalanan. Anak terlantar ini bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga sudah menjadi 
persoalan hukum dan kemanusiaan.
                                                          
1Poerwandarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2007), h. 16.
2Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2013.
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Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan 
publik terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat.Semakin tumbuh dan 
berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan 
anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang 
ada di masyarakat. Namun dibalik itu semua ternyata semakin tingginya perhatian 
yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat ini tidak berdampak berbanding 
lurus terhadap penurunan jumlah anak terlantar, tingkat kekerasan terhadap anak, 
perburuhan anak dibawah umur dan lain sebagainya. Kondisi anak-anak Indonesia 
yang kurang beruntung ini kian hari semakin kurang menggembirakan terutama 
bila dilihat dari sektor ekonomi dan pendidikan yang didapatnya.3
Di beberapa negara diadakan dua kategori, seperti di Amerika Serikat 
disebut juvenile deliquents dan dependent atau neglected children. Yang 
dimaksud dependent child adalah anak yang terlantar bukan karena kesalahan 
orangtua atau wali atau pengasuh, dan yang dimaksud dengan neglected child
adalah anak yang terlantar karena kesalahan orangtua, atau wali atau pengasuh.4
Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam 
bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari sisi 
pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi 
menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. 
Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-
                                                          
3Atwar Bajari, Anak Jalanan, Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak
(Bandung:Humaniora, 2012 ), h. 7.
4Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, Anak dan Wanita Dalam Hukum (Jakarta: LP3ES, 
1992), h.10
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unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan 
status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
a. Unsur internal pada diri anak. Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga 
digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam 
golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, 
orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan 
kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan 
dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan anak 
dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan 
kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.
b.Unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan 
dalam hukum (equality before the low) dapat memberikan legalitas formal 
terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa 
hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, 
atau meletakan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 
kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 
bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang 
timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan5 .
Menurut UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya 
pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan 
                                                          
5Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan 
Penanggulangannya (Cet.V; Yogyakarta: Yayasan Kansius Yogyakarta, 1984), h.16
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anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak 
jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, 
seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Mereka 
perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu 
hak sipil dan kemerdekaan (civil righ and freedoms), lingkungan keluarga dan 
pilihan pemeliharaan (family envionment and alternative care), kesehatan dasar 
dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya 
(education, laisure and culture activites), dan perlindungan khusus (special 
protection).6
Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the 
Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres nomor 36 
tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-
anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan7.
Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal 
dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak 
mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang 
kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya 
kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. 
                                                          
6Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Cet. II; Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2015), h. 17.
7Marwan Setiawan, Karakteristik kriminalitas Anak dan Remaja (Cet.I;Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2015), h. 25.
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Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama 
sekali keluarga (hidup sebatang kara).
2. Pengertian Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam.
Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Apapun 
statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi8. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah 
swt. kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan 
memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran 
Islam. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak 
mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak 
kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap 
berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 
Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah 
mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan 
saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim.
Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak 
adalah seseorang manusia yang telah mencapai usia tujuh tahun dan belum baligh, 
sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka 
telah mencapai usia 15 tahun.
Pendapat para Fuqaha mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut 
masa yang dilaluinya, yaitu:
                                                          
8Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif  Hukum Pidana Islam (Cet.I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 187.
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1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai  
usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman. 
2. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun 
sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. 
Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai 
hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia 
kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 25 tahun atau 18 tahun. 
Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana 
yang dilakuannya.9
Dalam riwayat Amr bin Syua’aib yang dishahihkan oleh Al-Albany dalam 
Irwa’u Ghalil, no.247. Rasulullah saw. bersabda: 
 َِةﻼ ﱠﺻ ِﺎﺑ ﻢَُﻜﻧَﺎﯿْﺒِﺻ اْوُﺮُﻣ .ص ﷲ لْﻮُﺳَر  َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ  ِهّﺪَﺟ  ْﻦَﻋ  ِﮫْﯿَِﺑا  ْﻦَﻋ  ٍﺐْﯿَﻌُﺷ  ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ  ْﻦَﻋ
 ِﻊِﺟﺎَﻀ
َ
ﳌْا  ِﰱ  ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اْﻮُـّﻗﺮَـﻓ  َو  َْﲔِﻨِﺳ  ِﺮْﺸَِﻌﻟ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ  ْﻢُﻫْﻮُـِﺑﺮْﺿا  َو  َْﲔِﻨِﺳ  ِﻊْﺒَﺴِﻟ
( رﺎطوﻻ ﻞﯿﻧ ﻰﻓ ,دواد ﻮﺑا و ﺪﻤﺣا )
Artinya:
Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata : Rasulullah 
SAW bersabda, “ Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat di waktu 
mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka, jika melalaikan sholat di 
waktu mereka berumur sepuluh tahun. Juga pisahkan tempat tidur mereka 
saat itu.10
Allah swt. memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati 
akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak 
                                                          
9Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h. 10.
10Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, 
Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XI (t tp: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M) h. 369.
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atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di 
kemudian hari. Untuk itu selalulah bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi 
tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak 
kandung sendiri.
Anak terlantar adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk 
menjadi korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai 
keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, 
keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang 
interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga 
membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh 
tindak pidana, atau dengan kata lain menjadi korban tindak pidana. Padahal, 
dalam hal hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan orang tua melakukan 
pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan Rasulullah ini 
kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak. 
Begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai 
bidang kehidupan masyarakat. Optimalisasi Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu 
didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak-anak indonesia terjamin, yang 
dengan sendirinya dapat menjamin masa depan bangsa ini. Tak heran jika nabi 
mengungkap “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk 
membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang 
tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang 
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negara” sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang 
tangguh.
Eksploitasi anak dapat terjadi dalam suatu pekerjaan atau dengan alasan 
pembelajaran. Semua hal tersebut dapat berakibat langsung pada fisik, mental 
psikologi mereka. Islam jelas melarang hal ini., sebuah hadist yang masyhur 
tentang pendidikan anak mengurai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya 
tanpa harus memaksakan kehendak diri orang tua. Tanpa harus mengeksploitasi 
anak. “Didiklah Anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi 
jaman yang berbeda dengan jamanmu.” Pesan Nabi itu menegaskan karakter 
pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi 
sesuai minat dan bakat untuk perannya, tanpa harus keindahan dan kenyamanan 
mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dengan indah.
Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai 
definisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya :
a. Kementerian Sosial RI
Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang mengalami 
perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa 
kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/ wali 
pengampu sakit, salah seorang dari kedua orang tuanya/wali pengampu atau 
pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau 
pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik 
secara jasmani, rohani maupun sosial.11
                                                          
11Kementerian Sosial RI, Pola dan Mekanisme Pendataan, tahun 2011
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b. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya 
melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan 
wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.12
c.  Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.13
B. Karakteristik Anak Terlantar
Setiap individu memiliki pola-pola perilaku tertentu, sehingga dapat 
diketahui bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang ataupun perilaku tidak 
menyimpang. Tetapi jika perilaku itu tidak menunjukkan adanya gangguan 
terhadap ketertiban dan merugikan kepentingan umum, maka perilaku berpotensi 
dapat merupakan sebagai penyebab terlibatnya dalam kegiatan kriminalitas. 
Karena itu, perlu ditemukan beberapa karakteristik perilaku anak terlantar yang 
dapat mengundang terjadinya kegiatan kriminal.
Karakteristik dimaksud tentu bukanlah karakter atau watak, tetapi ciri khas 
anak dan remaja dalam pola tingkah lakunya, terutama perilaku-perilaku yang 
menyimpang dari norma dan nilai yang cenderung ke arah tindakan atau 
perbuatan kriminal.14
Perilaku anak yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, 
merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia di perkotaan yang semakin 
                                                          
12Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Jakarta: 
Kencana, 2010).
13Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2011
14Marwan Setiawan, Karakteristik kriminalitas Anak dan Remaja, h. 2.
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kompleks. Juga perkembangan kebudayaan masyarakat khususnya di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai dengan unsur-unsur yang 
membawa ke arah positif., misalnya pengaruh video, film-film yang bernafaskan 
sadisme/kekerasan dan pornografi. Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh suatu 
rumah yang sepi, karena kesibukan kedua orang tua yang sementara tidak berada 
di rumah. Pada saat-saat tersebut, kemungkinan untuk kecederungan anak ke arah 
yang menyimpang terlebih ketika sudah beranjak remaja.15
Timbulnya kenakalan anak yang sudah remaja bukan hanya merupakan 
gangguan terhadap keamanandan ketertiban masysarakat semata-mata, akan tetapi 
juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu 
bangsa. Dengan demikian, perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua 
pihak agar anak tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius.
Keluarga dalam hal ini orang tua, merupakan faktor yang sangat penting 
bagi perkembangan kepribadian anak. Oleh karenanya, orang tualah yang 
memberikan dasar yang fundamental terhadap pendidikan anak. Perkawinan yang 
tidak bahagia, pecahnya keluarga karena perceraian, dapat menimbulkan kepada 
anak. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kepribadian ataupun watak seseorang 
akan berbeda dengan orang lain.
Pada umumnya, ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut :
a. Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun.
b. Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua.
                                                          
15Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanngulangan Kejahatan, h. 138.
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c. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
d. Anak yang terlahir dari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan   tidak  
mendapatkan pendidikan16.
Sedangkan secara fisik, anak-anak terlantar mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut:
a. Terbelakang jika dibandingkan kelompok lain
b. Badannya kotor dan tanpa pakaian yang memadai
c. Pendidikan tidak memadai, sering absen/tidak masuk sekolah
d. Tingkat kesehatan yang rendah
Karakteristik perilaku anak terlantar yang menyimpang dari norma dan 
nilai ini, ditimbulkan karena perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, 
antara lain sebagai berikut :
1. Pecahnya keluarga karena perceraian, kematian ( meninggalnya salah satu dari 
kedua orang tuanya) yang menyebabkan anak menjadi nakal atau melanggar 
hukum, karena tidak mendapat bimbingan semestinya dari orang tua, sehingga 
tidak tersalurkan ke arah kehidupan yang baik.
2. Kurangnya pengawasan, perhatian dan pengertian dari orang tua, merupakan 
dasar-dasar yang menyebabkan anak menjadi nakal.
3. Pengaruh kebudayaan asing yang tidak relevan dengan kebudayaan bangsa 
Indonesia
                                                          
16Marwan Setiawan, Karakteristik kriminalitas Anak dan Remaja (Cet. I; Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2015), h. 42.
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4. Kurangnya pelaksanaan penerapan ajaran-ajaran agama pada anak oleh orang 
tuanya, sedangkan orang tua sangat dominan dalam mendidik moral anak.
5. Kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut mencarinya di luar keluarga, seperti kelompok 
teman-temannya yang tidak semuanya berkelakuan baik.
6. Kurangnya pelaksanaan penerapan ajaran-ajaran agama pada anak oleh orang 
tuanya, sedangkan orang tua sangat dominan dalam mendidik mendidik moral 
anak.
7. Lemahnya tingkat ekonomi orang tua yang menyebabkan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama pada masa remaja yang penuh 
dengan keinginan-keinginan, cita-cita, dan keindahan-keindahaan.17
Dari sudut pandangan psikologi, anak terlantar dipandang sebagai 
individu-individu dengan karakteristik tingkah laku dan pribadi tertentu yang 
khas. Prilaku pribadi remaja merupakan refleksi dari proses perkembangan dan 
pertumbuhan yang terjadi pada masa remaja, di samping karena pengaruh faktor 
sekitar. Pola-pola prilaku anak terlantar pola-pola prilaku anak-anak dan juga 
orang dewasa.
Kenakalan yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap hukum dan 
mengarah kepada tindakan kriminal, misalnya:18
a.  Berjudi sampai mempergunakan uang dan taruhan benda yang lain.
b. Mencuri, mencopet, menjambret, merampas dengan kekerasan atau tanpa 
kekerasan.
                                                          
17Marwan Setiawan, Karakteristik kriminalitas Anak dan Remaja , h.4.
18Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan 
Penanggulangannya (Cet.V; Yogyakarta: Yayasan Kansius Yogyakarta, 1984), h.23
27
c.  Penggelapan Barang.
d.  Penipuan dan pemalsuan.
e. Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno, dan film porno, 
pemerkosaan.
Sudah menjadi karakteristik anak terlantar dan anak jalanan melakukan 
perbuatan-perbuatan yang cenderung terlibat dalam kriminalitas, perbuatan-
perbuatan itu di antaranya;
1. Mabuk karena terlalu banyak minum minuman keras yang mengandung alkohol
2. Tidak tidur semalaman dan berkeliaran di malam hari yang lazim disebut 
dengan istiah begadang
3. Mangkal di pinggir jalan, dengan istilah remaja disebut nongkrong di   pinggir 
jalan
4. Memasang tato pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti pada lengan, betis, 
dada, punggung yang dapat kelihatan orang lain. Dengan bertato sehingga 
kesan orang lain dan mencapnya sebagai orang yang tidak baik dan ingin 
dikatakan sebagai jagoan.19
Dalam perspektif hukum Islam mengenai tindak kriminal yang dilakukan 
anak terlantar juga diatur dalam al-Qur’an, sebagaimana Allah berfirman dalam
QS al- Nisa/4 : 9 :
 َﺶَۡﺨﯿۡﻟَو َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ْاُﻮﻘﱠَﺘﯿَۡﻠﻓ ۡﻢِﮭَۡﯿﻠَﻋ ْاُﻮﻓﺎَﺧ ًﺎﻔ َٰﻌِﺿ ٗﺔﱠﯾ ﱢرُذ ۡﻢِِﮭﻔۡﻠَﺧ ۡﻦِﻣ ْاﻮُﻛََﺮﺗ َۡﻮﻟ َ ﱠͿٱ ْاُﻮﻟُﻮَﻘﯿۡﻟَو
 اًﺪﯾِﺪَﺳ ٗﻻَۡﻮﻗ٩  
Terjemahnya:
                                                          
19Marwan Setiawan, Karakteristik kriminalitas Anak dan Remaja,h. 11.
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”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar”.20
Kandungan ayat tersebut, berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi 
penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya 
sebagai bekal kehidupan di masa mendatang. Dan Allah menganjurkan untuk 
lebih memperhatikan kesejahteraan anak khususnya anak yang lemah,  dengan  
maksud memenuhi hak anak agar dapat hidup layak serta mampu melaksanakan 
fungsi sosialnya.21
Dalam buku "Psikologi Konseling". anak terlantar adalah anak yang 
sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di 
jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat
faktor penting yang saling terkaityaitu22 :
1. Anak-anak
2. Menghabiskan sebagian waktunya
3. Mencari nafkah atau berkeliaran
4. Jalanan dan tempat-tempat umuml ainnya
Berdasarkan hasil kajian di lapangan; secara garis besar anak terlantar
dibedakan dalam dua kelompok :
                                                          
20Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahannya (Jakarta: PT. 
Syamiil Cipta Media, 2012), h. 116.
10M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an  (Jakarta
: Lentera Hati, 2002),  h. 355
22Mohammad Surya, Psikologi Konseling (Cet.I; Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), 
h.57.
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Pertama, children on thestreet, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan
ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang 
kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalanan pada
kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi
keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
Kedua, children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di
jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih
mempunyai hubungan dengan orang tuanya; tetapi frekuensi pertemuan mereka
tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu
sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian
menunjukan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan
salah; baik secara sosial; emosional; fisikmaupun seksual.
Menurut keputusan Menteri sosial RI. No.27 tahun 1984 terdapat beberapa 
karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:
1.  Anak (Laki-laki/perempuan ) usia 5-18 tahun
2. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal 
tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada 
pendidikan dasar.
3. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang 
tetap. Penghasilan tidak tetapdan sangat kecil serta tidak mampu membiayai 
sekolah anaknya.
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4. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri 
maupun rumah sewaan.
5. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang 
lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkat dasar dalam 
kehiduan anak.
6. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
7. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak 
mendapat pendidikan.23
C.   Faktor Penyebab Anak Terlantar Melakukan Tindak Pidana
Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 
masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota badan, jiwa, harta benda, 
keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan ataupun 
hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya, karena 
dampak dan perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dalam 
bentuk anggota badan, jiwa atau harta benda maupun gangguan ketenangan, 
ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.
Menurut Ahmad Ali seorang pakar hukum pidana di Indonesia pernah 
mengomentari bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena masyarakat 
semakin hari semakin menipis pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-
nilai ajaran agamanya. Keadaan ini makin diperparah lagi dengan mudahnya 
orang-orang di kota-kota besar bahkan di pelosok-pelosok desa memperoleh 
                                                          
23Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 1984
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segala macam hal yang berbau seks, seperti laser disk, CD erotik, majalah-
majalah cabul dan berbagai tempat yang menyediakan fasilitas kemaksiatan24
Sebelum dijelaskan mengenai faktor penyebab anak terlantar melakukan 
tindak pidana, ada baiknya jika dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 
seorang anak menjadi terlantar, adapun faktor-faktor penyebab anak menjadi 
terlantar, meliputi:
1.   Faktor Keluarga
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 
istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10 tahun 
1992). Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat 
berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orag tua terhadap anak sehingga anak 
merasa ditelantarkan, anak-anak sebetulnya membutuhkan perlindungan, tetapi 
juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.
2.   Faktor Pendidikan
Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan 
karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk 
mendapatkan pendidikan. Pendidikan seharusnyamemiliki tujuan akhir untuk 
mendidik anak berperilaku religius dan sekaligus membiasakan berfikir bagi 
anak-anak untuk sampai pada penemuan dan inovasi.25
                                                          
24Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (fikh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 
17.
25A. Qodry Azizy, Pendidikan (agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak 
Sukses Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat) (Cet.I; Semarang: Aneka Ilmu, 2002), h. 57
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3.   Faktor Sosial, Politik dan Ekonomi
Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak 
mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan 
memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang 
disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.
4.   Kelahiran di Luar Nikah
Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat 
rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). pada 
tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan 
pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupan orang tua 
untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.
Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-isra’/17: 32
 َﻻَو ْاُﻮﺑَﺮَۡﻘﺗ َٰٓۖﻰﻧ ﱢﺰﻟٱ ُﮫﱠِﻧإۥ ٗﻼِﯿﺒَﺳ َٓءﺎَﺳَو ٗﺔَﺸِﺤ َٰﻓ َنﺎَﻛ٣٢  
Terjemahannya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji, dan    
suatu jalan yang buruk”26
Nas-nas tersebut menunjukkan betapa zina itu adalah perbuatan keji dan 
diharamkan, dan siapa yang melakukannya perbuatan tersebut dengan melanggar 
hukum (tidak didahului oleh akad nikah) akan dihukum dengan hukum 
pengasingan, hukuman dera dan hukuman rajam.27
Faktor yang mempengaruhi terhadap perbuatan tindak kriminalitas atau 
kejahatan terjadi jika adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan 
                                                          
26Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahannya (Jakarta: PT. 
Syamiil Cipta Media, 2012), h.429
27Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h.45
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sosial atau lingkungan yang disebut faktor ekstern. Faktor intern yang paling 
utama adalah faktor niatnya sedangkan ekstern ada aspek kesempatan. Jika niat 
dan kesempatan tergabung, maka tindak kejahatan cenderung bakal terjadi. 
Perbuatan tersebut kecil kemungkinan untuk terjadi jika faktor niatnya ada dan 
kesempatannya tidak ada,begitupun sebaliknya, kesempatannya ada sedangkan 
niatnya tidak ada, maka perbuatan tindak/kriminalitas tidak akan terjadi. Dalam 
uraian di atas,jelaslah bahwa pelanggaran norma merupakan bagian dari masalah
sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat di kota-kota besar di 
Indonesia.28
Selain masalah yang telah diuraikan di atas, pengertian kenakalan anak 
terlantar ataupun anak remaja dapat pula dilihat pendapat Kartini Kartono 
(1992:7) mengatakan bahwa Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan 
anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak 
dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka 
itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.29
Atas dasar inilah dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
kenakalan anak terlantar khususnya di usia remaja adalah suatu bentuk tingkah 
laku yang menyimpang dan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan, yaitu masalh siksp perilaku remaja 
menyimpang dari norma hukum yang berlaku disebut kenakalan remaja.
                                                          
28Wagiati Sutedjo, Meliani, Hukum Pidana Anak (Cet.IV; Bandung: Refika Aditama, 
2013), h.16
29Wagiati Sutedjo, Meliani, Hukum Pidana Anak, h.9.
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Sutherland menjelaskan bagaimana seseorang menjadi kriminal, yang 
menurut dia hal itu mulai terjadi dalam proses riwayat seseorang sebelum 
melakukan crime; sebelum menjadi juvenile deliquent.
Penjelasan ini disebut genetic explanation. Seseorang menjadi penjahat 
karena dipelajari dari pergaulan yang intim pada masa lalu dengan jalan meniru 
dari masyarakat pada saat terjadi komunikasi/interaksi yang intim. Tiap 
masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing, sedang tiap kebudayaan 
memiliki norma yang mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat 
agar dengan demikian terpelihara ketertiban. Dari sini terlihat bahwa tingkah laku 
individu dipengaruhi masyarakat.30
Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak, perlu diketahui 
sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak 
melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya 
perbuatan itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli Atmasmita (1984:46) 
mengemukakan pendapatnya mengenai:31
a. Motivasi intrinsik  yang terdapat dalam diri si anak.
b. Motivasi ekstrinsik yang terdapat di luar diri si anak.
Dengan memperhatikan uraian tersebut, jelas terlihat bagaimana besarnya 
sebab-sebab yang melatarbelakangi kenakalan anak terlantar dalam pembentukan 
pribadinya. Dengan adanya kenakalan anak terlantar sesuai uraian di atas, maka 
akan di uraikan sebab-sebab kenakalan anak terlantar yang dibagi ke dalam dua 
kelompok berikut:
                                                          
30Ninik Widiyanti, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1987), h.120.
31Wagiati Sutedjo, Meliani, Hukum Pidana Anak, h.17.
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1. Motivasi Intrinsik
Yang dimaksud dengan sebab intern adalah sebab yang terdapat dalam 
batin/diri  sendiri pada remaja/dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang termasuk 
faktor tersebut adalah:
a. Faktor Intelegtia/kecerdasan.                                                                                                       
Bahwa menurut para ahli, anak-anak yang memiliki inteligensi yang 
rendah biasanya cenderung untuk melakukan kenakalan-kenakalan atau diperalat 
oleh orang lain untuk melakukan perbuatan jahat karena bodohnya. 
b. Faktor Usia
Kenakalan anak kebanyakan dilakukan oleh anak yang terbilang remaja di 
usia 16-19 tahun (masa remaja awal memasuki masa remaja akhir). Disamping 
itu, ada pengaruh dari perkembangan jasmani, misalnya telampau besar atau 
terlampau kecil bagi umurnya.
c. Faktor Jenis Kelamin
Di Indonesia, kenakalan anak yang dilakukan oleh wanita hanyalah 
berkisar sekitar sempat jadi kenakalan anak banyak dilakukan oleh anak laki-laki.
d. Faktor Kedudukan dalam Keluarga
Urutan anak-anak dalam kelahiran seperti anak sulung, anak bungsu, atau 
anak tunggal berpengaruh pada tingkahlakunya.
2. Motivasi Ekstrinsik
Yang dimaksud dengan sebab ekstern adalah sebab yang terdapat dari luar 
batin diri anak. Banyak ahli sosiologi kriminal berpendapat bahwa yang 
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dilakukannya kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor kesempatan 
yang terbuka untuk melakukan kejahatan sebagai berikut:
a. Lingkungan
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan sikap dan 
perilaku seseorang. Aliran ini dipelopori oleh Lacassagne yang mengemukakan 
bahwa kejahatan ini diumpamakan sebagai bakteri dimana keadaan sekeliling kita 
adalah wabah dari pembenihan penjahat.
b. Keadaan Rumah Tangga
Kenakalan anak banyak di timbulkan oleh karena keadaan rumah tangga 
yang tidak harmonis atau dalam keluarga mengalami kehidupan yang 
menyedihkan (broken home), sehingga anak-anaknya menderita tekanan psikis 
yang tidak jarang disalurkan melalui perbuatan-perbuatanyang oleh masyarakat 
dikenal sebagai kenakalan remaja. Anak terlantar adalah akibat rumah tangga 
orang tuanya berantakan, karenanya tidak jarang kemudian melakukan tindakan 
yang berujung pada kenakalan remaja.32
c. Faktor Ekonomi
Anak-anak terlantar bisa tumbuh menjadi anak-anak yang nakal karena 
tidak adanya pendidikan yang memadai. Di samping itu, anak terlantar sangat erat 
hubungannya dengan keadaan ekonomi keluarganya, keluarga yang miskin sekali 
bisa menyebabkan anak-anak terlantar, demikian pula keluarga yang sangat kaya 
raya bisa menyebabkan pendidikan anaknya terlantar, karena mereka terlalu 
banyak mencurahkan perhatian pada kekayaan dan usahanya.
                                                          
32Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan remaja (Cet.XI; Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2014), h.121 
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d. Faktor Pendidikan
Pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, 
maupun dalam masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Di negara 
ini, banyak kita jumpai sekolah-sekolah menengah, jika guru jika guru jalan kaki 
atau naik sepeda, sebaliknya murid-muridnya banyak yang berkendaraan 
bermotor, maka sering kewibawaan guru dapat berkurang sehingga tidak jarang 
murid-murid sukar dikendalikan.
e. Faktor Pergaulan
Faktor pergaulan sangat berpengaruh terhadap anak-anak, karena sebagian 
besar waktu anak-anak dihabiskannya di rumah, sedangkan rumah mereka berada 
dalam lingkungan masyarakat. Banyak hal yang terdapat dalam lingkungan 
masyarakat dapatmenimbulkan perbuatan yang negatif.
f. Faktor Mass Media
Mass media sangat mempengaruhi anak-anak muda, karena mereka masih 
mudah terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Contohnya mass media yang 
buruk adalah majalah-majalah cabul, buku-buku cabul tanpa pengarang, gambar-
gambar cabul dan macam-macam yang bersifat jago-jagoan dan sadis.
Dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis 
menjadi faktor utama anak menjadi terlantar, ini disebabkan adanya tekanan batin 
dan tekanan-tekanan lainnya atau mempunyai permasalahan yang rumit dalam 
kehidupannya, yang permasalahan itu seharusnya tidak dialami oleh anak-anak di 
bawah umur, bisa juga karena terpengaruh lingkungan sekitar. Karena ketika 
anak-anak di bawah umur terjun ke jalanan, tentunya mereka akan bertemu 
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dengan berbagai karakter manusia yang berbeda-beda, yang dapat memberikannya 
hal positif maupun hal negatif dan semua itu bisa terjadi pada kehidupannya.
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BAB III
PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TENTANG 
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK TERLANTAR
A. Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pada dasarnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk 
memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang 
mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban 
dan tanggung jawab tersebut. Maka itu dibuat Undang- Undang No 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian 
dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan 
berbangsa dan bernegara.1
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya, hak-hak anak. Rangkaian 
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan 
sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 
dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dalam undang-undang No 23 tahun 
                                                          
1Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h.16
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2002 tentang perlindungan anak ini, memberikan pengertian ”anak”, adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan (pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak), sedangkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi 
kebutuhanya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial (pasal 
1 ayat 6 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).2
Di sisi lain, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
memberikan pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 
1 ayat 2 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak).
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:
a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 
keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis 
pelaksanaan perlindungan anak.
                                                          
2Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
2011.
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b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 
yang berkaitan, untuk mrncegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 
kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 
1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.3
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak 
dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. 
Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 
komprehensip, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:4
a. Non diskriminasi (Pasal 2)
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3)
c. Hak untuk hidup, kelngsungan hidup, dan perkembangan;dan (Pasal 6)
d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12 ayat 1 UU no 23 tahun 2002)
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak 
perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media 
massa, atau lembaga pendidikan.5
Sebagai bentuk usaha perlindungan anak terdekat, usaha perlindungan 
diberikan oleh orang tua, sekolah, masyarakat dan tentunya pemerintah. Sesuai 
                                                          
3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Cet. I; Bandung: 
Refika Aditama, 2012), h.70
4Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h.17
5Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
2011.
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pertumbuhan dan dan perkembangan anak yang pertama-tama berkewajiban 
memberikan memberikan perlindungan adalah orang tua yang dapat berupa 
perlindungan dalam perkembangan bahasa anak, perlindungan dalam 
perkembangan pribadinya sebagai dasar pertumbuhan perkembangan pribadinya, 
perkembangan nilai moral yang dimulai dari pengenalan norma keluarga, 
masyarakat, negara, adat, agama, dan sebagainya. Sejajar dengan perkembangan 
bahasa, nilai moral anak akan berkembang juga, dan anak akan mulai mengenal 
kata-kata sopan, halus, kotor, keji dan sebagainya. Anak akan berkembang dengan 
baik apabila mendapatkan perlindungan dari orang tuanya secara baik pula.
Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta perubahan gaya dan cara 
hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar 
dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 
anak. Penyimpangan tingkah laku atau perubahan melanggar hukum yang dilakukan 
oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Data anak yang 
berhadapan dengan hukum dari Dirjen Permasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat 
kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif semakin meningkat.
Undang-Undang perlindungan anak ditetapkan oleh pemerintah Indonesia 
setelah ikut meratifikasi konvensi hak anak (KHA) melalui keputusan Presiden RI 
nnomor 36/1990. Kemudian lahirlah UU perlindungan anak pada tanggal 22 
Oktober 2002, yakni UUPA No. 23 tahun 2002. Perangkat UUD ini 
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merealisasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. 
Pemberlakuan konvensi hak anak untuk negara yang telah meratifikasi. 
Kemudian keberadaan UU Perlindungan Anak (UUPA) harus diketahui 
oleh semua pihak di masyarakat Indonesia. Keduanya menjadi payung hukum 
dalam setiap upaya perlindungan anak. Terutama UUPA, tidak saja mengatur 
pencegahan dan perlindungan, tetapi mengatur pula sanksi dan denda setiap 
pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak 
adalah kewajiban orang tua, orang dewasa, sekolah, masyarakat, dan semua pihak 
yang akhirnya merujuk kepada pemerintah. 
Kewajiban ini memiliki tiga kata kunci utama yang harus di perhatikan 
dan menjadi acuan pelaksanaan kewajiban tersebut, yaitu: Pemenuhan Hak Anak, 
Perlindungan Anak, dan Penghargaan pada Anak atau respect. Konvensi 
Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang 
Pedindungan Anak, keduanya memiliki prinsip-prinsip umum hak-hak anak. 
Prinsip umum ini disepakati agar seluruh anak di dunia memiliki hak yang sama. 
Adapun prinsip umum tersebut sebagal berikut: Kepentingan terbaik bagi 
anak, hak tumbuh kembang dan kalangsungan hidup, non diskriminasi, dan hak 
partisipasi dalam masyarakat. Pertama, prinsip kepentingan terbaik anak, artinya 
bahwa setiap usaha dan upaya dalam kegiatan yang bersangkutan dengan anak 
mengutamakan kepentingan terbaik bagi diri anak. Kedua, prinsip kelangsungan 
dan perkembangan, terfokus pada hak-hak anak yang berkaitan dengan tumbuh-
kembang anak dan keberlangsungan hidup anak untuk tetap bertahan dalam 
kehidupan ini. Ketiga, prinsip universalitas atau non diskriminasi, artinya semua 
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hak-hak anak yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam upaya pemenuhan, 
perlindungan, dan pemenuhan hak anak berlaku sama untuk samua anak. Tidak 
ada pemisahan dan perlakuan berbeda pada anak, termasuk dalam kondisi dan 
situasi apapun. Keempat, partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak, 
anak memiliki hak untuk terlibat dan dilibatkan dalam setiap hal yang 
berhubungan dengan kehidupan mereka. Pendapat anak patut didengar dan 
dipertimbangkan, karena anak lebih mengetahui apa yang dia butuhkan dalam 
menjalani hidupnya. 6
Pemberlakuan Undang-Undang ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat 
pada sasaran, itu dikarenakan kuatnya hak-hak perlindungan terhadap anak 
khususnya anak terlantar membuat mereka semakin leluasa dalam melakukan 
perbuatan kriminal sebab mereka berfikir bahwasannya akan ada Undang-Undang 
yang akan melindunginya.
Pebedaan konvensi hak anak dengan UUPA Terdapat perbedaan antara 
KHA dan UUPA. Ini menjadi ciri khas dari peraturan perlindungan anak di 
Indonesia. Perbedaan tersebut terdapat daalam tiga pasaal, yaitu: pasal tentang 
kewajiban anak, pasal tentang sanksi untuk pelanggaran, dan yang terakhir adalah 
pasal perbedaan pendefinisian anak. Adapun organisasi perlindunagan anak di 
Indonesia yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak terdiri dari: Forum Nasional 
Perlindungan Anak (Forum Nasional), merupakan badan pemegang kekuasaan 
tertinggi dan pengambil keputusan tertinggi dalam Komisi Nasional Perlindungan 
Anak, diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam 
                                                          
6Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisitem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia , h.42
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Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan lainnya yang 
ditetapkan dalam pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak. Forum Nasional 
Perlindungan Anak diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia 
tersebut, yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi sebagaiamana tercantum dalam 
amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat (2). Ketentuan tersebut mengandung makna 
bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan 
bekerja pada yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak 
kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. 
Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk 
mengembangkan haknya, pelaksanaanya tidak saja merupakan tanggung jawab 
orang tua, keluarga, bangsa dan negara, melainkan diperlukan juga kerja sama 
internasional.
Adapun kesejahteraan anak menurut Johnson & Schwartz juga 
didefinisikan sebagai : Series of activities and program through which society 
expreses its special concern for children and its willingness to assure 
responsibility for some children until they are able to care for themselves. (bagian 
dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai 
perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk 
46
mengambilpertanggung jawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu 
untuk merawat diri mereka).7
B. Pandangan Hukum Islam dalam Menanggulangi Perbuatan Tindak 
Pidana yang Dilakukan oleh Anak Terlantar
Pada umumnya terdapat dua pandangan mengenai sumber hukum, yakni:
1. Inti hukum yang sebenarnya ialah ketentuan yang dipaksakan kepada 
masyarakat oleh sesuatu kekuasaan.
2. Hukum timbul dari dalam masyarakat sendiri.8
Dalam Islam, anak merupakan amanat dari Allah untuk diasuh, dididik, 
dan dibesarkan sesuai dengan tujuan kejadiaannya yaitu mengabdi ”mengabdi 
pada sang pencipta”. Jika orang tua si anak tidak melaksanakan amanat tersebut 
maka anak akan menjadi fitnah. Kata ”fitnah” dalam konteks ini, memilik arti 
yang sangat negatif, seperti: beban orang tua, beban masyarakat, kejahatan, 
permusuhan, dan sebagainya.9
Anak yang ditelantarkan orang tuanya dalam Islam disebut Laqit. Laqit 
secara bahasa adalah sesuatu yang dijumpai. Imam Muhammad Amin yang lebih 
dikenal dengan Ibn Abidin ulama terdepan dalam mazhab Hanafi mengatakan 
tentang Laqit. ”Istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang 
keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri dari tuduhan 
zina.
                                                          
7Louise C. Johnson and Charles L. Schwartz, Social Welfare : A Response to Human 
Needs (Boston: Allyn & Bacon, 1991), h. 167.
8Anwar harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya (Jakarta, Bulan Bintang, 
1968), h.89
9Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam (Jakarta: Lembaga Kajian Agama 
dan Gender Kerja Sama dengan Solidaritas Perempuan, 1999), h. 56.
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Sementara dalam Mazhab al-Hanbali, Laqit diberikan takrifan dengan: 
Seseorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang 
atau tersesat di jalan, umumnya antara kelahirannya sehingga mumayyiz. Dalam 
Mazhab Maliki pula, laqit didefinisikan sebagai berikut: ” Seorang anak kecil 
yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya.”
Jadi, mengikuti Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi’i, menyatakan bahwa 
hukum mengambil laqit adalah fardu kifayah, kecuali jika dikuatirkan akan 
kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi fardu ain. Kemudian 
Allah berfirman menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal-usul 
kekerabatan dalam QS. Al- Ahzab/33: 4-5 :
ﻦﱢﻣ ٖﻞُﺟَِﺮﻟ ُ ﱠͿٱ َﻞَﻌَﺟ ﺎ ﱠﻣ ﱠُﻦﮭۡﻨِﻣ َنوُﺮِﮭ َُٰﻈﺗ ِﻲٔـ
ٓ ٰﱠﻟٱ ُﻢُﻜَﺟ َٰوَۡزأ َﻞَﻌَﺟ ﺎَﻣَو ۚۦِِﮫﻓۡﻮَﺟ ِﻲﻓ ِﻦَۡﯿﺒَۡﻠﻗ
 ﱠﻖَﺤۡﻟٱ ُلُﻮﻘَﯾ ُ ﱠͿَٱو ۖۡﻢُﻜِھ َٰﻮَۡﻓِﺄﺑ ﻢُُﻜﻟَۡﻮﻗ ۡﻢُِﻜﻟ َٰذ ۚۡﻢُﻛَٓءَﺎﻨَۡﺑأ ۡﻢُﻛَٓءَﺎﯿِﻋَۡدأ َﻞَﻌَﺟ ﺎَﻣَو ۚۡﻢُِﻜﺘ َٰﮭ ﱠُﻣأ يِﺪَۡﮭﯾ َُﻮھَو
 َﻞِﯿﺒ ﱠﺴﻟٱ٤ ِٓﻷ ُۡﻢھﻮُﻋۡدٱ ﻲِﻓ ۡﻢُُﻜﻧ َٰﻮِۡﺧَﺈﻓ ُۡﻢھَٓءَﺎﺑاَء ْآﻮَُﻤﻠَۡﻌﺗ ۡﻢﱠﻟ ِنَﺈﻓ ِۚ ﱠͿٱ َﺪﻨِﻋ ُﻂَﺴَۡﻗأ َُﻮھ ۡﻢِِﮭٓﺋﺎَﺑ
 َنﺎَﻛَو ۚۡﻢُُﻜﺑُﻮُﻠﻗ ۡتَﺪ ﱠﻤََﻌﺗ ﺎ ﱠﻣ ﻦِﻜ َٰﻟَو ِۦِﮫﺑ ُﻢﺗۡﺄَﻄَۡﺧأ ٓﺎَﻤِﯿﻓ ٞحَﺎﻨُﺟ ۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ َﺲَۡﯿﻟَو ۚۡﻢُﻜِﯿﻟ َٰﻮَﻣَو ِﻦﯾ ﱢﺪﻟٱ ُ ﱠͿٱ
ﺎًﻤﯿِﺣ ﱠر اٗرُﻮﻔَﻏ٥  
Terjemahnya:
“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu 
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 
(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”.10
                                                          
10Kementerian  Agama Republik Indonesia , Al Qur’an dan Terjemahnya, h.214.
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Islam dan perlindungan anak di Indonesia peran agama sangat di perlukan 
dalam mengenai perlindungan anak di Indonesia, anak menjadi salah satu 
kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, al-Quran telah menyuratkan dan 
mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang 
membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara 
(Miskin). Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-An’am/6: 151 Allah swt 
berfirman: 
 َﺗ ُۡﻞﻗ۞ ِِﮫﺑ ْاﻮُﻛِﺮُۡﺸﺗ ﱠَﻻأ ۖۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ ۡﻢُﻜﱡﺑَر َم ﱠﺮَﺣ ﺎَﻣ ُﻞَۡﺗأ ْاَۡﻮﻟﺎَﻌۦ ۡﯿَﺷٗٔ ِﺑَو ۖﺎ ِﻦۡﯾَِﺪﻟ َٰﻮۡﻟﭑ َﻻَو ۖﺎٗﻨ َٰﺴِۡﺣإ
 ْاُﻮﺑَﺮۡﻘَﺗ َﻻَو ُۖۡﻢھﺎﱠِﯾإَو ۡﻢُُﻜﻗُزَۡﺮﻧ ُﻦۡﺤﱠﻧ ٖﻖ َٰﻠِۡﻣإ ۡﻦ ﱢﻣ ﻢُﻛَﺪ َٰﻟَۡوأ ْآُﻮُﻠﺘَۡﻘﺗ َﺶِﺣ ََٰﻮﻔۡﻟٱ َﮭۡﻨِﻣ ََﺮﮭَظ ﺎَﻣﺎ ﺎَﻣَو
 ْاُﻮُﻠﺘَۡﻘﺗ َﻻَو َۖﻦََﻄﺑ َﺲۡﻔﱠﻨﻟٱِﻲﺘﱠﻟٱ َم ﱠﺮَﺣ ُ ﱠͿٱ ِﺑ ﱠِﻻإ ۚﱢﻖَﺤۡﻟﭑ ِِﮫﺑ ﻢُﻜԩٰﱠﺻَو ۡﻢُِﻜﻟ َٰذۦ َنُﻮِﻠﻘَۡﻌﺗ ۡﻢُﻜﱠﻠََﻌﻟ١٥١  
Terjemahnya:
“Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan 
kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan 
sesuatupun, berbaktilah kepada kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah 
kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi 
rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati 
perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu 
bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-
sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan 
kepadamu, supaya kamu memikirkannya."11
Tentang anak yang terlantar dan yatim, Islam menganjurkan untuk 
memelihara anak yatim sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 220
           
ِﻲﻓَﺎﯿۡﻧ ﱡﺪﻟٱ َو ِۗةَﺮِﺧٓۡﻷٱ َۡﺴﯾَؤَ ِﻦَﻋ َﻚَﻧُﻮﻠ ٰۖﻰَﻤ ََٰﺘﯿۡﻟٱ ُۡﻢھُﻮِﻄﻟﺎَُﺨﺗ ِنإَو ۖٞﺮۡﯿَﺧ ُۡﻢﮭﱠﻟ ٞحَﻼِۡﺻإ ُۡﻞﻗ
 َو ۚۡﻢُُﻜﻧ َٰﻮِۡﺧَﺈﻓ ُ ﱠͿٱ َُﻢﻠَۡﻌﯾ َﺪِﺴۡﻔُﻤۡﻟٱ َﻦِﻣ ِِۚﺢﻠۡﺼُﻤۡﻟٱ َٓءﺎَﺷ َۡﻮﻟَو ُ ﱠͿٱ ﱠِنإ ۚۡﻢَُﻜَﺘﻨَۡﻋَﻷ َ ﱠͿٱ ٞﻢﯿِﻜَﺣ ٌﺰﯾِﺰَﻋ
٢٢٠
Terjemahnya:
                                                          
11Kementerian  Agama Republik Indonesia , Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 28.
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Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak 
yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan 
jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan 
Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 
perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat 
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.12
Pendidikan anak menggunakan beragam metode yang sesuai dengan 
tingkat pertumbuhan dan psikologinya. Di lingkungan keluarga, pendidikan anak 
diarahkan dalam rangka penanaman keagamaan, sebagai contoh pendidikan 
tentang shalat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasululah dalam sabda: 
 َِةﻼ ﱠﺻ ِﺎﺑ ﻢَُﻜﻧَﺎﯿْﺒِﺻ اْوُﺮُﻣ .ص  ُلْﻮُﺳَﺮﮭﻠﻟا  َلَﺎﻗ : َلﺎَﻗ  ِهّﺪَﺟ  ْﻦَﻋ  ِﮫْﯿَِﺑا  ْﻦَﻋ  ٍﺐْﯿَﻌُﺷ  ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ  ْﻦَﻋ
 ِﻊِﺟﺎَﻀ
َ
ﳌْا  ِﰱ  ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اْﻮُـّﻗﺮَـﻓ  َو  َْﲔِﻨِﺳ  ِﺮْﺸَِﻌﻟ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ  ْﻢُﻫْﻮُـِﺑﺮْﺿا  َو  َْﲔِﻨِﺳ  ِﻊْﺒَﺴِﻟ
( رﺎطوﻻ ﻞﯿﻧ ﻰﻓ ,دواد ﻮﺑا و ﺪﻤﺣا )
Artinya:
Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata : Rasulullah 
SAW bersabda, “ Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat di waktu 
mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka, jika melalaikan sholat di 
waktu mereka berumur sepuluh tahun. Juga pisahkan tempat tidur mereka 
saat itu.13
Dalam hadits ini Rasulullah menggunakan ungkapan murruu 
(perintahkanlah) untuk usia anak di bawah 10 tahun dan idhribuu (pukullah) untuk 
usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 
                                                          
12Kementerian  Agama RI , Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 53.
13Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, 
Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XI (t tp: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M) h. 369.
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tahun,14 tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, 
apalagi dalam masalah selain shalat. 
Islam juga meminta komitmen pemerintah dan masyarakat dalam 
meperhatikan hak anak yatim. Seorang anak yatim, anak yang terbuang, terlantar, 
korban perang dan semacamnya memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang 
lain. Mengabaikan pendidikan anak merupakan dosa sosial yang berdampak 
sangat buruk bagi masa depan sebuah komunitas, termasuk agama dan negara itu 
sendiri. Allah SWT bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong atas 
nama agama, dan tidak mengekploitasi anak yatim; terlantar; dan sejenisnya, dan 
melarang terampasnya hak mereka.
Eksploitasi anak dapat terjadi dalam suatu pekerjaan atau dengan alasan 
pembelajaran. semua hal tersebut dapat berakibat langsung pada fisik, mental 
psikologi mereka. Islam jelas melarang hal ini. Sebuah hadist yang masyhur 
tentang pendidikan Anak mengurai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya 
tanpa harus memaksakan kehendak diri orang tua. Tanpa harus mengeksploitasi 
anak. “Didiklah Anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi 
jaman yang berbeda dengan jamanmu,” Pesan Nabi itu menegaskan karakter 
pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi 
sesuai minat dan bakat untuk peranya, tanpa harus keindahan dan kenyamanan 
mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dengan indah. Padahal, dalam hal 
hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan orang tua melakukan pendekatan 
dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan Rasulullah ini kerap kali 
                                                          
14Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, 
Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XI (t tp: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M) h. 369
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terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak. Begitu 
banyak kasus kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai bidang kehidupan 
masyarakat15. 
Optimalisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu didukung dan 
ditingkatkan, agar masa depan anak-anak indonesia terjamin, yang dengan 
sendirinya dapat menjamin masa depan bangsa ini. Tak heran jika nabi 
mengungkap “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk 
membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang 
tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang 
negara” sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang 
tangguh.16
Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat peduli terhadap anak terlantar. 
Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli menyebutkan beberapa hukum yang ada 
hubungannya dengan permasalahan laqit, antara lain:
Pertama, orang yang menemukan laqit lebih berhak untuk mengasuh anak 
dari pada orang lain. Walau demikian. Jika ia berkehendak untuk mengasuhnya 
dan memberinya biaya, maka itu adalah baik baginya. Tetapi ia juga 
diperbolehkan untuk menyerahkannya kepada negara agar ada orang lain yang 
dapat mengasuhnya dengan pembiayaan daripada Baitul Mal. Masalah ini berlaku 
apabila anak-anak tersebut tidak memiliki harta. Sekiranya ia memiliki harta, 
maka ia dibiayai dari hartanya sendiri dan tidak berhak untuk mendapatkan 
                                                          
15M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h.47.
16Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 22.
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pembiayaan dari pihak negara (Baitul Mal).Kedua,negara berkewajiban untuk 
mengasuh anak terlantar seperti laqit. Demikian pula dengan pendidikan, 
pengasuhan, bahkan perkawinan, dan penggunaan hartanya.17
Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah 
mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan 
saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di 
Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim yang menentang keras dan 
memberikan kritik mendasar terhadap konsepsi hukum pengangkatan anak versi 
barat. Mereka memandang sama kedudukan hukum dan hak antara anak angkat 
dengan anak kandung, baik hak waris, hak perwalian, hak hubungan nasab, karena 
pengangkatan anak menyebabkan putusnya hubungan nasab dengan orang tua 
kandung, dan sepenuhnya masuk sebagai anak kandung orang tua angkat. 
                                                          
17http://tsaqafah.isid.gontor.ac.id/volumeeviii1/volume-viii-2/ahkam-al-laqit-konsep-
islam-dalam-menangani-anak-jalanan-di-indonesia.html. (diakses pada tanggal 17 September 2016
jam 20.00 Wita)
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
NASIONAL TENTANG PERBUATAN TINDAK PIDANA ANAK 
TERLANTAR
A.  Persamaan dan Perbedaan Konsep Hukum Nasional dan Hukum Islam 
Terhadap  Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Terlantar
Diskursus tentang perlindungan anak terlantar tidak terlepas dari 
pembahasan Hak Asasi Manusia, sebab anak terlantar adalah sebagai manusia 
kecil dan lemah yang sejatinya mendapat perlindungan. Peelindungan terhadap 
anak itu merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, 
karena hak-hak anak terlantar itu termasuk bagian integral dari hak asasi manusia 
itu sendiri1.
Tindak pidana dalam Islam di sebut Jinayah, Jinayah adalah tindakan 
krimiminal atau tindakan kejahatanyang mengganggu ketentraman umum serta 
tindakan melawan perundang-undangan yang dimana pelakunya wajib dijatuhi 
hukuman qishash atau membayar diyat.2
Di kalangan umat, Perbincangan Hak Asasi Manusia (al-huquq al-
Insaniyah) bukan hal yang baru. Karena secara eksplisit Islam memberikan 
perhatian khusus terhadap hak asasi manusia, yang tercakup dalam  al-Dharuriyat 
al-Khams. Lima prinsip dasar Islam ini oleh ulama fiqh diyakini sebagai tujuan 
utama dari keseluruhan syari’at Islam yang sering disebut dengan Maqasid al-
Syari’ah.3Hal itu mengandung pengertian bahwa hak Asasi Manusiadan al-
                                                          
1Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58.
2Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h.1
3Ahmad Al-Mursi Husaid Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 14.
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Dharuriyat al-Khams sejatinya digunakan sebagai parameter bersama dalam 
konteks kemanusiaan.
Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang 
mengajarkan kedamaian (al-shullu), kasih sayang (al-‘rahmah) persamaan 
kesetaraan (al-musawwah) dan keadilan (al-‘adalah). Implikasinya, setiap ummat 
Islam berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kelima hak dasar tersebut 
tanpa membedakan golongan, ras, etnis, bahkan jenis kelamin. Sebagaimana 
HAM, al-Dharuriyat al-Khams memiliki prinsip-prinsip dasar dalam 
mengelaborasi misi Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin. Prinsip-prinsip terdiri 
atas: hifzd al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl dan hifdz al-mal.4
Pertama, Hifdz al-din, yang mengandung pengertian bahwa Islam 
memberikan jaminan hak atas pemeliharaan agama dan keyakinan masyarakat. 
Selain itu, Islam juga menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya 
pemaksaan agama kepada pemeluk agam lain. Sebagai wujud komitmen Nabi 
Muhammad saw tertuang dalam pasal 25 Piagam Madinah disebutkan, bahwa 
“orang-orang yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan orang muslim 
berpegang kepada mereka”.5
Kedua, hifdz al-nafs, yang mengandung pengertian hak atas setiap 
manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara layak. Konsep ini selalu 
beriringan dengan konsep keadilan, kemerdekaan, dan keselamatan. 
                                                          
4Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 
2015), h.157.
5Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian komperensif 
Islam dan Ketatanearaan, (Yogyakarta, LkiS Printing Cemerlang, 2010), h.79.
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Ketiga, hifdz al-Aql, yaitu memberikan jaminan atas kebebasan 
berekpresi, kebebasan beropini, dan kebebasan melakukan studi-studi ilmiah dan 
aktifitas peningkatan sumber daya insani, karena memang Allah swt melengkapi 
manusia dengan akal pikiran sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan 
mulia.
Keempat, Hifdz al-Nasl, yaituperlindungan terhadap keturunan. Agama 
Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga 
(keturunan), sehingga msing-masing orang memiliki hubungan dan garis 
keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan 
kehidupan yang tenang dan tenteram.
Kelima, Hifdz al-Mal, yaitu perlindungan atas harta dan kesejahteraan. Hal 
itu mengandung pengertian adanya jaminan atas penjagaan privasi setiap individu. 
Dalam Islam diajarkan pentingnya untuk infaq, shadaqah, zakat, dan wakaf 
sebagai wujudkepedulian terhadap sesama. 
Bekaitan dengan konsepsi itu, dalam surah al-Isra’/17: 70 Allah swt 
berfirman: 
 ُﮭ َٰﻨۡﻠ ﱠَﻀﻓَو ِﺖ َٰﺒﱢﯿﱠﻄﻟٱ َﻦ ﱢﻣ ُﻢﮭ َٰﻨۡﻗَزَرَو ِﺮَۡﺤﺒۡﻟٱَو ﱢَﺮﺒۡﻟٱ ِﻲﻓ ُۡﻢﮭ َٰﻨۡﻠَﻤَﺣَو َمَداَء ِٓﻲَﻨﺑ َﺎﻨۡﻣ ﱠﺮَﻛ َۡﺪَﻘﻟَو۞ ۡﻢ
 ٗﻼﯿِﻀۡﻔَﺗ َﺎﻨَۡﻘﻠَﺧ ۡﻦ ﱠﻤ ﱢﻣ ٖﺮِﯿﺜَﻛ َٰﻰﻠَﻋ٧٠
Terjemahnya:
“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan kami berikan mereka  kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah kami ciptakan”.6
                                                          
6Kementerian  Agama RI , Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.
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Kandungan ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah swt telah 
membekali berbagai potensidan jalan kemudahan kepada anak-anak adam 
mengenai berbagai fasilitas di daratan dan di lautan untuk memperoleh 
penghidupan yang layak. Apabila nilai-nilai yang terkandung  dalam al-
Dharuriyat al-Khams itu benar-benar dijadikan parameter dan acuan 
kemanusiaan, sudah barang tentu tidak akan terjadi kekerasan dan kejahatan 
kemaanusian di level manapun, dan tidak akan ditemukan pula kenistaan dan 
kedzaliman sebagai akibat dari ketidakadilan dalam menegakkan hukum dan 
keadilan, termasuk pada anak-anak terlantar, anak-anak di bawah umur, bayi 
dalam kandungan dan balita.7
Kalau melihat situasi problematik, tekanan kemiskinan dan berbagai 
penderitaan yang dialami anak-anak terlantar, benar bahwa untuk jangka pendek 
program-program intervensi yang dibutuhkan adalah upaya penyantunan yang 
sedikit banyak bersifat karitatif. Tetapi, perlu disadari bahwa sekadar 
mengandalakan pada upaya-upaya yang bersifat karitatif, dalam jangka panjang 
tidak mustahil justru hanya akan ketergantungan baru yang makin menghilangkan 
kemampuan anak-anak terlantar itu menolong dirinya sendiri (self help 
mechanism). 
Memperbaiki kinerja pelayanan sosial bagi anak terlatar kedepannya, 
selain dibutuhkan komitmen yang tulus, yang tak kalah penting adalah bagaimana 
membongkar berbagai pola atau paradigma pendekatan di masa lalu yang 
cenderung hanya bersifat parsial dan karatitif, dan kemudian melakukan revitalisai 
                                                          
7Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial Hukum Islam (Bandung, Refika Aditama, 2015), 
h. 158.
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program pelayanan yang baru yang lebih menyelesaikan akar persoalan. Upaya 
revitalisasi program anak terlantar yang semestinya dikembangkan pada tahu-
tahun mendatang pada dasarnya bertumpu pada empat program pokok, yaitu:
Pertama, program penanganan anak terlantar berbasis masyarakat. 
Artinya, program penanganan terhadap nasib anak terlantaryang dikembangkan 
akan lebih beriorentasi pada pengembangan dukungan potensi-potensi yang ada di 
tingkat komunitas (comunity support system) temasuk dukungan kalangan 
pengusaha.
Kedua, pogram perlindungan sosial bagi anak terlantar. Untuk mencegah 
agar anak terlantar tidak menjadi korban tindakan represif, eksploitasi dan 
intervensi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan keberadaan mereka, maka 
kedepan yang dibutuhkan adalah program peerlidungan sosial yang benar-benar 
efektif. Sebagai kelompok masyarakat rentan, anak-anak terantar memang 
seringkali memang menjadi objek tindak kekerasan dan eksploitasi dari kelas 
sosial di atasnya atau pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan, karena mereka 
tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan akses pada lemaga perlindungan 
hukum yang layak.
Ketiga, program pemberdayaan anak terlantar.Untuk mengemilinasi 
kemungkinan terjadinya ketergantungan dan hilangnya mekanisme self-help dari 
anak-anak terlatar, maka idealnya yang dikembangkan ke depan adalah program 
yang lebih beriorentasi pada pemberdayaan, baik kepada keluarga miskin, orang 
tua dari anak-anak terlantar, dan anak-anak terlantar itu sendiri. Pemberdayaan 
pada dasarnya lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau 
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menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. 
Substansi memandirikan anak teralantar dengan cara memfasislitasi 
pengembangan potensi atau kemampuan dari anak terlantar itu sendiri. 
Pemberdayaan bukan hanya meliputi individu anak terlantar, tetapi juga pranata 
sosial di sekitarnya.
Keempat, program pengembangan asuransi sosial bagi anak terlantar. 
Artinya, ke depan sejauh mungkin harus dikurangi program program bantuan 
yang hanya bersifat karitatif, dan sebagai gantinya seyogyanya diupayakan untuk 
lebih menekankan pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi 
sosial bagi anak-anak terlantar dan keluarganya. Yang dimaksud asuransi sosial di 
sini adalah program bantuan yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan 
anak terlantar dalam jangka yang lebih panjang, dan bukan sekadar program 
darurat yang bersifat karitatif dan habis seketika untuk memnuhi kebutuhan 
sesaat.8
Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu 
memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, 
atau mengganti fungsi orangtua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya 
sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau 
membentuk institusi baru. Pelayanan sosial ini juga dibuat untuk membantu 
orangtua dalam mengurusi anak mereka dirumah, memberikan tambahan 
pelayanan untuk anak, baik dirumah maupun pelayanan pengganti diluar rumah 
jika keadaan orang tua tidak memungkinkan. Dengan demikian jelaslah bahwa 
                                                          
8Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak(Cet.I;Jakarta: Prenamedia, 2010), h. 246.
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pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk membantu 
memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan ketergantungan anak, 
kemiskinan, ketelantaran anak, atau kenakalan anak, dan lain sebagainya. 
Pelayanan ini dapat diberikan dengan memberikan pertolongan terhadap orangtua 
dirumahnya sendiri, maupun dalam institusi yang satu dengan yang lain saling 
bekerja sama, dimana pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat, 
memberdayakan, dan membangun keluarga dengan sumber-sumber yang ada.
Dalam UU No. 4 tahun 1997 diatur secara jelas tentang kesejahteraan 
anak,  pasal 2 menentukan:9
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdaasrkan 
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 
tumbuh dan berkembang dengan wajar;
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan     
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk 
menjadi warga negara yang baik dan berguna;
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa didalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan;
d. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami 
kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang 
mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat 
                                                          
9Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisitem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia (Cet.IV; Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 58
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melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. 
Kesejahteraan anak (Child Welfare), seperti kesejahteraan sosial, merupakan 
konsep yang cukup luas dan bisa didefinisikan dalam arti yang lebih luas, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh kadushin, yaitu :…..as a special field within 
the profession of social work (….sebagai bidang khusus dengan tenaga pekerja 
sosial professional).10
Selain itu kesejahteraan anak menurut Johnson & Schwartz juga 
didefinisikan sebagai : Series of activities and program through which society 
expreses its special concern for children and its willingness to assure 
responsibility for some children until they are able to care for themselves. (bagian 
dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai 
perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk mengambil 
pertanggung jawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu untuk merawat 
diri mereka).11
Dikaji dari sudut manapun, keberadaan anak-anak terlantar terlebih jika 
mereka kemudian diperlakukan salah dan menjadi objek tindak kekerasan (child 
abuse) jelas sangat memprihatinkan, dan karena itu semestinya dilindungi. 
Membiarkan anak tumbuh kurang gizi, kelangsungan pendidikan anak terlantar, 
dan kemudian “memaksa” mereka bekerja dalam rentang jam yang panjang, 
kehilangan masa bermain di usia kanak-kanaknya, dan bahkan dieksploitasi, 
                                                          
10Alfred Kadushin, Child Welfare Service (London: the Macmilan Company New York-
Collier-Macmilen Limited, 1995), h. 4.
11Louise C. Johnson and Charles L. Schwartz, Social Welfare : A Response to Human 
Needs (Boston: Allyn & Bacon, 1991), h. 167.
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sesungguhnya bukan saja melanggar hak-hak dasar anak, tetapi juga membatasi 
kemungkinan anak untuk menyongsong masa depan yang lebih menjanjikan. 
Bagi anak-anak, hak mereka yang paling dasar ialah bagaimana dapat 
tumbuh kembang secara wajar, dan bahkan mereka berhak untuk memperoleh 
kesempatan menempuh pendidikan hingga setinggi-tingginya demi masa depan 
yang lebih baik. Bekerja dan belajar, bagi anak-anak yang masih berusia belia 
pada dasarnya merupakan dua hal yang sulit dapat mereka lakukan dengan baik 
secara barsamaan. Sering terjadi, karena waktu luang anak tersita untuk 
melakukan pekerjaan produktif, maka kesempatan mereka untuk belajar menjadi 
terganggu, sehingga anak-anak yang diterlantarkan seperti ini niscaya akan rentan 
tidak naik kelas.
Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah. Pertama, 
prasyarat awal yang tak pelak adalh pengetahuan yang pasti tentang jumlah anak 
terlantar, baik yang ada di panti mauun yang di luar panti, khususnya yang ada di 
pemukiman kumuh. Selain data sekunder yang akurat minimal sampai tingkat 
kelurahan, dalam hal ini juga dibutuhkan data kualitatif yang sifatnya lebih 
kasuistis riil yang dihadapi anak terlantar. Selanjutnya, atas dasar data yang sudah 
diperoleh, maka langkah berikutnya yang terpenting adalah menentukan fokus dan 
prioritas anak-anak terlantar yang menjadi sasaran kelompok program.12
Kedua, berpegang pada prinsip the best interst of the child. Artinya, 
apapun yang dilakukan, semua harus mempertimbangkan kepentingan terbaik 
bagi masa depan anak, Sebagai kelompok anak rawan (children in need of special 
                                                          
12Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, h. 187.
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protection), anak terlantar bukan saja belum terpenuhi hak-hak dasar mereka, 
bahkan acap kali dilanggar, karena cara pandang yang tanpa sadar berbias pada 
kepentingan orang dewasa. Untuk memberikan solusi yang terbaik, karena itu ke 
depan seluruh program intervensi yang harus dilakukan harus benar-benar 
bertumpu pada kebutuhan dan kepentingan anak terlantar itu sendiri secara 
kontekstual.
Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak 
terlantar tersebut, perlu dikembangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan 
sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah 
perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendakny. Tetapi keadaan 
sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, oleh karena itu, dalam menghadapi 
masalah anak terlantar, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya 
memperhatikan lebih baik terhadap pendidikan dan pengembangan perilaku anak 
tersebut.  
B. Dispensasi Berdasarkan Hukum Nasional Terhadap Anak Terlantar  yang 
Melakukan Tindak Pidana 
Negara Republik Indonesia telah menindaklanjuti Deklarasi Hak Anak-
anak, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-undang 
Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sebagai 
pengganti Undang-undang Republik Indonesia no. 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komperensif memberikan 
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perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu 
diganti dengan undang-undang yang baru. 
Masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian bersama. Sebagai 
akibat kegagalan pranata sosial banyak sekali kondisi ideal yang diperlukan untuk 
mampu diwujudkan oleh negara atau pemerintah republik Indonesia. 
Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, 
diskriminasi dan penelantaran.
Perlindungan terhadap anak diperlukan guna memberikan jaminan atau 
kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak,13 mengingat:
1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha esa,yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, 
dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin 
kelansungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan 
mempunyai akhlak yang mulia.
4.  Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang: 
      a. Belum terlindung dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi;
      b. Masih hidup terlantar dan tidak dapat kesempatan memperoleh pendidikan 
yang wajar, apalagi memadai. 
                                                          
13Dikutip dari buku “Perlindungan Anak; Berdasarkan UU No. 23 tentang Perlindungan 
Anak”, disusun oleh: Apong Herlina, Emanti Wahyuni, Sri Hariningsih, UNICEF, 2003
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Perlindungan terhadap anak terlantar salah satunya diatur dalam undang-
undang perlindungan anak. Peraturan ini merupakan alat yang kuat untuk 
mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. KHA adalah 
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melindungi hak-hak anak. 
KHA adalah instrumen internasional telah ditanda tangani/ diterima oleh 190 
negara di dunia. Indonesia telah merativikasi/ mensahkan KHA melalui keputusan 
Presiden No. 36 Tahun 1990.14
Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap 
anak, maka perkara anak terlantar wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang 
berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan anak 
terlantar dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib 
dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.
Dalam penyelesaian perkara anak terlantar, hakim wajib 
mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh 
pembimbing masyarakat mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang 
bersangkutan. Dengan adanya laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh 
gambaran yang tepat untuk memberikan putusan putusan yang seadil-adilnya bagi 
anak yang bersangkutan.
Pembedaan perlakuan yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan 
untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa 
depannya yang lebih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk 
memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati 
                                                          
14Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h.16
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dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna 
bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara15.
Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang 
bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang 
diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan 
mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya 
sebagai warga yang bertangung jawab bagi kehidupan keluarga.
Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan 
bagi anak terlantar yang telah diputus oleh hakim, maka anak itu ditampung di 
Lembaga Permasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut, dan dalam 
rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan 
kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan 
umum. Dengan demikian, pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah 
yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.
Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban 
seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak 
pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. 
Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak diperlakukan dengan 
situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia 
                                                          
15Widjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Cet.III; Bandung: 
PT Refika Aditama, 2010), h. 125.
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tertentu. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu kiranya diperhatikan dan 
diperjuangkan keberadaaanya, antara lain:16
a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan.
e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan. 
f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti atas kerugian atau 
penderitaanya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP)
g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh 
orangtua, wali, petugas sosial, saksi, dan orang yang berkepentingan, 
mengingat kehormatan /kepentingan anak dan keluarga.
h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian 
bebas resmi
i. Jika hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Permasyarakatan 
Anak dan Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.
Menurut pasal 1 ayat (1) sampai (24) UU No. 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjelasannya sebagai berikut:17
a. Sistem peradilan anak pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 
anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap pembimbingan setelah 
menjalani pidana.
                                                          
16Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, h.52
17Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan 
Anak
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b.  Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana.
c. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum beerumum 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
d. Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
e. Anak menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah 
anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 
dialaminya sendiri.
f. Keadilan restoratif adalah pernyataan perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
g. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana.
h. Penyidik adalah penyidik anak
i. Penuntut umum adalah penuntut umum anak
j. Hakim adalah hakim anak.
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k. Hakim banding adalah hakim banding anak. 
l. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak. 
m. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan 
pendampingan terhadapa anak di dalam dan di luar dari proses peradilan 
pidana.
n. Pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja,baik di lembaga 
pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan 
sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 
pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk 
melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
o. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik  dan dilatih secara 
profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah 
sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun 
swasta, yang ruang lingkup kegiatannnya dibidang kesejahteraan sosial anak.
p. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota 
keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
q. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
r. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya 
selama proses peradilan pidana berlangsung.
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s. Advokat atau pemberi bantuan hukum adalah orang yang berprofesi memberi 
jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t. Lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat sementara bagi anak selam 
proses peradilan berlangsung.
u. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS 
adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
v. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 
LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak.
w. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, 
pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan.
x. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksanaan 
teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian 
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas 
sebagai berikut:18
a. Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari 
tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
b. Keadilan, setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan 
bagi anak.
                                                          
18Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, h.44.
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c. Nondiskriminasi; tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya dan bahasa, status hukum 
anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.
d. Kepentingan terbaik bagi anak; segala pengambilan keputusan harus selalu 
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
e. Penghargaan terhadap pendapat anak; penghormatan atas hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, 
terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; merupakan hak asasi yang 
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua.
g. Pembinaan dan pembimbingan anak; pembinaan adalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 
sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan profesional, serta kesehatan jasmani 
dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. 
Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan 
kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan 
rohani klien pemasyarakatan.
h. Proporsional; segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas 
keperluan, umur, dan kondisi anak.
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i. Perampasan kemerdakaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; pada 
dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna 
kepentingan penyelenggara perkara.
j. Penghindaran pembalasan; merupakan prinsip menjatuhkan upaya pembebasan 
dan dalam proses peradilan pidana (pasal 2 UU No. 11 tahun 2012).
Setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak sebagai 
berikut:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya. Kebutuhan sesuai dengan umurnya meliputi melakukan 
ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat unjungan dari 
keluarga, dan/atau pendamping, mendapat perawatan jasmani maupun rohani, 
mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan 
makanan yang baik, serta mengikuti siaran media massa.
b. Dipisahkan dari orang dewasa.
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Melakukan kegiatan represional, merupakan kegiatan latihan fisik secara bebas 
sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk 
kegiatan hiburan harian, kesenian atau mengembangkan keterampilan.
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, misalnya anak disuruh 
membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, 
anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat 
penyidik laki-laki.
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f. Tidak dijathi pidana mati atau pidana seumur hidup.
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang paling singkat.
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yangtertutup untuk umum.
i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh 
anak.
k. Memperoleh advokasi sosial.
l. Memperoleh kehidupan pribadi. Artinya, selama menjalani proses peradilan, 
anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain anak diperbolehkan 
membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak 
ditahan atau ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), anak 
berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan 
diberikan tempat tidur yang trpisah..
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
n. Memperoleh pendidikan.
o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain undang-
undang tentanghukum acara pidana dan undang-undang tetntan 
pemasyarakatan (pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012).
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Dalam UU No. 11 Tahun 2012, pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa anak 
yang sedang menjalani masa pidana memiliki hak-hak sebagai berikut:
a. Mendapat masa pengurangan pidana.
b. Memperoleh asimilasi. 
c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
d. Memperoleh pembebasan bersyarat
e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
f. Memperoleh cuti bersyarat.
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2),  hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, antara lain undang-undang tentang permasyarakatan.
Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2012, ditentukan berdasarkan pebedaan umur anak, yaitu bagi anak yang 
masih berumur 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti 
dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan; pada organisasi sosial, atau 
diserahkan ke negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 
12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. 
Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental, dan sosial anak.
Dalam pasal 24 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ditentukan bahwa:
(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:19
                                                          
19Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak (Cet.IV; Bandung: Refika Aditama, 2013), h.30.
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a. Mengembalikan kepada orang tua
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja; atau 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja.
(2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai 
dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
Dari uraian di atas terlihat bahwa juvenile deliquency itu tidak dapat 
dijatuhi pidana. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu 
diperhatikan oleh hakim, yaitu:
a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai 
umur diatas 12 sampai 18 tahun. 
b. Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih 
belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.
Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada  si anak terdapat dalam pasal 
23 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, yaitu Pidana Pokok dan Pidana 
Tambahan20 Pidana Pokok meliputi: 
1) Pidana penjara,
2) Pidana Kurungan,
3) Pidana denda, dan
4) Pidana pengawasan. 
                                                          
20Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 48.
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Adapun pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu 
dan/atau pembayaran ganti rugi, dalam hal hakim memutus untuk memberikan 
pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:
a. Sifat kejahatan yang dijalankan,
b. Perkembangan jiwa si anak,
c. Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya. 
Apabila ancaman hukuman yang disediakan terhadap anak menurut KUHP 
dibandingkan dengan ancaman hukuman anak dalam UU pengadilan anak, bahwa 
UU anak mengancam lebih ringan. Dalam UU Pengadilan Anak, pola 
pemidanaannya sebagai berikut:21
 Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angka 2 
huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidanaatau tindakan (Pasal 25 ayat 1)
 Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2huruf a, 
ancaman penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya ½ dari ancaman pidana 
penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1)) Dengan memperhatikan bunyi 
pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), maka pasal ini diperuntukkan bagi anak nakal 
yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
 Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 
huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman matiatau 
seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 
ayat (2)) pasal ini diperuntukkan juga bagi anak nakal yang berumur 12 (dua 
belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
                                                          
21Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia (Cet.I; Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2011), h.93
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 Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 
huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan 
yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maka dapat dijatuhkan 
tindakan penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3)).
 Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 
huruf abelum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan 
yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka 
dapat dijatuhkan salah satu tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat 
(4)).
 Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, ancaman pidana kurungan yang dapat dijatuhkan ½ dari ancaman 
kurungan orang dewasa (Pasal 27).
 Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal102 dari 
maksimum ancaman orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)), yang apabila tidak 
dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat (2)),di 
mana wajib latihan tersebut dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama 
latihannya tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam 
hari (Pasal 28 ayat (3)). Wajib latihan kerja yang diberikan terhadap anak 
dimaksudkan selain sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk 
mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya.
 Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabilapidana penjara yang 
akan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahundengan ditentukannya syarat 
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umum dan syarat khusus, yang lamanya pidana bersyarat terseb t paling 
lama 3 (tiga) tahun.Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan 
melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat, sementara 
syarat khusus adalah untuk melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam 
putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Bahwa selama 
menjalani pidana bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas oleh jaksa dan 
dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat (1) sampai (9)).
 Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 angka 2 
huruf a, pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan 
dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat (1) dan (2)).
 Tehadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada 
negara, di termpatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak 
Negara (Pasal 31 ayat (1)). 
Maka disini sering sekali timbul pertanyaan bagaimana saat jaksa 
melakukan penuntutan anak sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin, 
Apabila hal ini terjadi, maka tertutuplah kemungkinan bagi hakim untuk 
memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua 
asuhnya, juga tertutup pula untuk memerintahkan anak diserahkan kepada negara 
atau Departemen Sosial, Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hingga satu-satunya tindakan yang dapat 
dilakukan oleh hakim adalah menjatuhkan pidana. 
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:
1. Faktor penyebab anak terlantar melakukan tindak pidana adalah:
a. Faktor keluarga atau orang tua yang telah lalai dalam merawat dan mendidik 
anak sehingga anak merasa ditelantarkan.
b. Faktor pendidikan yang kurang memadai sehingga anak terlantar merasa 
krisis kepercayaan pendidikan dan juga tidak adanya biaya untuk 
mendapatkan pendidikan.
c. Faktor sosial, politik dan ekonomi merupakan akibat dari situasi krisis 
ekonomi yang tak kunjung usai dan pemerintahpun harus menyisihkan 
anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian 
jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas 
kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial anak.
2. Dilihat dari segi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 
menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 21 sampai dengan pasal 
25, peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan 
anak sangatlah kurang. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 belum efektif dan belum berlaku secara 
maksimal dikarenakan banyak kasus kekerasan pada anak yang sering terjadi 
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bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Ini merupakan bukti nyata bahwa 
peraturan dan upaya pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum terlaksana sesuai 
dengan tujuan.
3. Dispensasi atau keringanan yang diperoleh anak terlantar ketika melakukan 
tindak pidana yaitu adanya upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi 
anak terlantar yang telah diputus oleh hakim, maka anak itu ditampung di 
Lembaga Permasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut, dan dalam 
rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan 
kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan 
peradilan umum.
Islam sangat peduli terhadap dispensasi anak terlantar, misalnya: Pertama,
orang yang menemukan laqit lebih berhak untuk mengasuh anak dari pada 
orang lain.). Kedua, negara berkewajiban untuk mengasuh anak terlantar 
seperti laqit. Demikian pula dengan pendidikan, pengasuhan, bahkan 
perkawinan, dan penggunaan hartanya.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil diatas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka terdapat beberapa implikasi penelitian penulis antara lain :
1. Perlu adanya kesepakatan upaya pengadaan dana melalui APBD baik dalam 
jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
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2. Perlu adanya komitmen bersama antar pihak terkait tentang penanganan anak 
terlantar baik melalui pembinaan anak terlantar dalam kategori di bawah umur, 
yatim piatu dan remaja.
3. Perlu penyeragaman visi misi dalam penanganan anak terlantar.
4. Perlu adanya pusat informasi penyaluran dan pengentasan anak terlantar 
melalui partisipasi aktif berbagi pihak yang terkait.
5. Perlu adanya kontrol yang ketat terhadap piha-pihak yang bertanggung jawab 
terhadap penanganan anak terlantar agar tidak terjadi manipulasi dana maupun 
data.
6. Dinas Kesejahteraan Sosial harus senantiasa melakukan upaya jemput sosial 
terhadap anak terlantar dengan menggunakan pendekatan kultural, fungsional, 
manusiawi dan simpatik
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